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Abstrak
 

Cost recovery merupakan hak Kontraktor Kontrak Kerja Sama ldquo;KKKS rdquo; dan merupakan biaya

operasi yang tercantum di dalam work plan and budget WP B yang diajukan tiap tahunnya kepada badan

pelaksana sekarang SKK Migas . Cost recovery dalam WP B merupakan bagian dari Kontrak Bagi Hasil

ldquo;KBH rdquo; . Pemerintah Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh SKK Migas, merupakan pihak dalam

KBH tersebut. Di dalam KBH, terdapat ketentuan bahwa KBH tidak dapat diubah dalam segala hal kecuali

dengan persetujuan tertulis dari masing-masing pihak. Namun, berdasarkan PP No.79/2010, pemerintah

Indonesia mewajibkan KKKS untuk melakukan penyesuaian biaya-biaya operasional yang tecantum di

dalam KBH ketentuan terkait WP B. Hal inilah yang menimbulkan permasalahan bahwa terlihat adanya

ketidaktaatan terhadap azas pacta sunt servanda di dalam KBH yang telah dibuat.

Dalam meneliti permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan

menggunakan pendekatan perundang-undangan dan historis. Berdasarkan penelitian tersebut, penulis

mengetahui bahwa i pengaturan terkait cost recovery terdapat di dalam KBH. Untuk mengatur biaya yang

dimasukan sebagai cost recovery, Pemerintah Indonesia menerbitkan Permen ESDM No.22/2008 dan PP

No.79/2010; ii penerapan azas pacta sunt servanda dalam KBH tidak terlaksana dengan baik karena ada

kewajiban secara sepihak oleh Pemerintah Indonesia kepada KKKS untuk menyesuaikan KBH berdasarkan

PP No. 79/2010; dan iii kebijakan mengenai cost recovery yang ada di dalam KBH dan peraturan

perundang-undangan merupakan kebijakan yang ideal di industri migas saat ini.

......Cost recovery is the right of the Contractor of Cooperation Contract KKKS and represents the operating

costs listed in the work plan and budget WP B which is submitted annually to the implementing body

currently called as SKK Migas . Cost recovery in WP B is part of Production Sharing Contract KBH . The

Government of Indonesia, in this event represented by SKK Migas, is a party in KBH. In KBH, there is a

provision that KBH can not be changed in any way except with the written consent of each party. However,

pursuant to PP No.79 2010, the Government of Indonesia required KKKS to adjust the operational costs

listed in KBH WP B provision. This matter arose the problem that it seems like there was the disobedience

to the principle of pacta sunt servanda in the KBH which has been made.

The author used normative legal research methods with legislation and historical approaches for examining

these problem. Based on the research, the author knew that i the arrangement of cost recovery is contained

in KBH. The Government of Indonesia issued Permen ESDM No.22 2008 and PP No.79 2010 to manage

the expenditure included as cost recovery ii the application of the principle of pacta sunt servanda in KBH is

not well implemented due to there is an unilateral obligation by the Government of Indonesia to KKKS to

adjust KBH based on PP No. 79 2010 and iii the policy on cost recovery which was in the KBH and law and

regulation is currently an ideal policy in oil and gas industry. 

https://lib.ui.ac.id/detail?id=20455662&lokasi=lokal

